BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 214 - BKPSDM/2024
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DALAM JABATAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan
segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana
tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan
jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
keputusan ini, dalam jabatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lajur 2 daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat
dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah  beberapa  kali, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jabatan Struktural;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon  (Lembaran  Daerah Kabupaten  Cirebon
Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 20);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62).

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63)



Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024
Hal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang
Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;

2. Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Cirebon tanggal 28 Maret 2024 tentang
Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 100.2.2.6/3011/CTDA tanggal 25 April 2024
tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

4. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2932 /KPG.07/BKD
tanggal 3 April 2024 Hal : Permohonan Izin Pelantikan
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang
namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana
tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan
jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku
Jabatan Pengawas diberikan tunjangan jabatan
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2007.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2024
BUPATI CIREBON,
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;

3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;

S. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;

6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/ Camat/Instansi terkait

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



uoqaIr) udjedngey] IPIMITE] UBJEUWIBIIY

uoqair) uayednqey]
yeroe(q uejedepusd uepeq yelseq uejedepusg

2c0z/v0/10

€00 T T0800T LOTT086T "dIN
0861-11-L0 ‘uUoqair)

NOHFHIID ILVdNd NVSNLNdAM NVIIdIAVT @ dV.LAVA

000’06+ q°Al ueduenay uep wesdold werdeqqng eredsy]|  uepeq eped JeLEIODOS ISUBIUNNY B[O[OSUS] (e/111) BpN BIBUS( “dS ‘VIANIH I'TV| 6
€00 T 10600Z 61S01861 "dIN
uoqa1r) usrednqey eindeleueisy uejeureoay] uoqa1r) uajyednqey efelg Suoureq ¢zoz/01/10 1861-S0-61 ‘n0qax) ‘smdefsumsy
000°06% q'Al ueduenay| uep ureidoid uerdeqqng eredoy] IST[0d UBNjeS Burelrdd efeid Suoured 1stod| (q/110) 'S, PN eleusq “gS ‘OINVMNI| 8
100 T T0800T LI104L6T “dIN
uoqaIr) uajednqey] uenpaqed uereuresdy[| uoqair) usyednqey Suorem3uerey] uejewreddy| 120z/01/10 LL61-10-L1 'NOEENIO
000°'06% q'Al ueremedodoy] wep wnwp) uerdeqqng eredoy] ueduenay| uep urerdold ueideqqng eredoy| (q/111) 3L PN BIRUD] “gS ‘VNVAIANS VNVP| 2
100 T 90600T 8060€.L6T “dIN
uoqaIr) usrednqey] eredduoueIng ueyRWRIDY uoqaar) uajedngey] IpamIfe}] UBJeUBId)| ¥202/20/10 €L61-60-80 ‘U0qaMO ‘wexeradey
000’061 a'Al uweduenay uep wreidoid uerdeqqng eredoy| ueduenay uep wrerdold uerdeqqng ereday]| (q/111) 3L EPNA BIBUS] dI'S ‘Osvr| 9
S00 T 10800Z STOT8L6T “dIN
uoqax) unednqey] ueusdueny uejeureody]| uoqam) usjednqey eindelfeue)sy uejeureooy] €202/01/10 8L6T-01-ST 'NOHHIO
000°061 qQ'Al ueremegodoy uep wnw weideqqng eredoy ueguenay uep urerdold uerdeqqng ereday| (q/110) I'31L PN BIBUSG "HS ‘OANTVM OXOA| S
100 T 60102 2060£861 "dIN
uoqaar) usjednqeyy )
uedunqnyiag seur( jerejoniog eped uoqaar) uajednqgey] weusSUBY UBIBWIRIY] ¥202/20/10 €861-60-20 NOHIIID
000°0tS BAl uweduenay] uep ureidoid werdeqqng eredoy ueremedoday] uep wnwn uerdeqqng ereday]| (q/111) 3L PN BIBUS] ‘d'S ‘HVTIIAV INAVZ| +
100 T 100102 2190€861 "dIN
1oqaId ‘uoqaar
udjednqey] eindeleue)sy uejeweoay wnurn uoqar) usjednqgey uerpaqed UejEWRIIY 1c0z/01/10 €861-90-C1 PR
000°0+S N UB(NI9}9)] UBpP UBWEIDUIDY ISHIS eredoy] ueremedodoy] uep wnuin uedeqqng eredoy| (q/111) 3L BPNN BIBUSJ ‘gS ‘ONOLAS| €
uoqary L00 T 100T0T STZI6L61 "dIN
uoqaIr) usrednqey] UBYRUR)ISJ UBD UBWUD{NULIOJ 0
usjednqey] UeNIpIpuUdd SBUI(] jerelanyog eped UBSEMEY ‘UBJBWNId] SBUI(] JBLIBJOINIS €202/01/10 6L61-C1-ST NOHIAIO
000°0+S BAl ueremedoday uep wnuw werdeqqng eredoy] eped josy uep ueduenay uerdeqqng eredoay| (p/111) 131, BYRUS] IS'IN “INMS ‘HVASNVINSIIY DIAZ| ¢
. uoqaIr) 100 T 21000Z 6290961 "dIN
usjednqe)] UBYBURLID{ UBP UBWD{NULID] uoqgair) ‘
UBSEME}] ‘UBUBWNII] SBUI(] JeLElonog| uartednqey| UeINIPIpuUd SBUI(] JeLre}aryos eped 0202/%0/10 9461-90-6 NOEHAIO
000°0tS BAl eped josy uep weuenay] ueideqqng ereday] ueremedoday] uep wnwn uedeqqng ereday|| (q/111) 3L BPNN BIEUI] 'dV'S ‘OLNVMINd NAAH| T
8 L 9 S b € z 1
(da) dIN
‘ONOL NOTasd Auva ¥ ¥ DNVON “10D AIHVT TVOONVL LVANAL ON
LA avsad NV LV dadyvre LVIDNVd VI VN
¥COT PN L :[ed3uey, ¥20C/NASd¥d -  ¥T2°da31/g ¢ 1°008 : IowoN




NAMA

PANGKAT

J ABATAN BESAR KET
NO TEMPAT TANGGAL LAHI . .
R GOL. RUANG LAMA BARU ESELON TUNJ
NIP (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
10 |MUCHAMAD NI'MAT RAHMATTULLAH M, SE. Penata Muda Tk.I (IlI/b) |Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Kepala Subbagian Program dan Keuangan IV.b 490.000
CIREBON, 24-08-1984 01/10/2021 Pelayanan Transportasi Jalan Seksi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

NIP. 19840824 200901 1 001

Perencanaan dan Pengembangan Prasarana
pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

IMRON




